
PERATURAN D 

DENGAN 

ATI MURUNG RAYA 

SI KALIMANTAN TENGAH 

OMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERANGKAT DESA 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PATI MURUNG RAYA, 

Menimbang : bahwa untuk elaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) 

Undang-Unda g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu 

Mengingat 

Daerah Kabupaten Murung Raya tentang 

Pera ngkat Des . 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- ndang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Ka bupate Ka tingan, Kabupaten Seruyan, Ka bupaten 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupate Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupate Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 180); 

3. Undang- ndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara R publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4 . Undang- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang- ndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan 

Kedua at s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



5. 

6. 

7. 

Perubah 

5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

omor 5679); 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

elaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

omor 5539) Sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Republik Indonesia Nomor 4 7 Tahun 2015 Ten tang 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang eraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2 14 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Re ublik Indonesia Nomor 5717); 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 

Tentang P doman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

ahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang P ngangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita 

ublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) 

8. Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang sunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Ne ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Tran migrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Hak Asal U sul Dan Kewenangan 

Lokal Ber kala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 No or 158). 



Den an Persetujuan Bersama 

DEWAN P RWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menetapkan : 

UPATEN MURUNG RAYA 

dan 

PATI MURUNG RAYA 

MEMUTUSKAN : 

KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini y ng dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Mu ng Raya. 

2. Daerah adalah daerah Ka upaten Murung Raya. 

3. Pemerintah Daerah ad ah Bupati dan Perangka t Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerinta 

4. Camat adalah unsur yang m embantu tugas Bupati di 

wilayah Kecamatan. 

5. Desa adalah kesatuan m syarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk menga 

masyarakat setempat b 

dan/atau hak 

pemerintahan Negara Ke 

r dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

rdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

al yang diakui dan dihormati dalam Sistem 

tuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa ad lah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyaraka setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik lndon 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerint 

9. Badan Permusyawarat Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari pe duduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demo atis. 

10. Kepala Desa atau seb lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, t gas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Desanya aksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 



11. Perangkat Desa adalah embantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, 

wewenang, dan kewajiban ya. 

12. Anggaran Pendapatan da Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa 

adalah rencana keuanga tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disepakati bersama oleh emerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

13. Keputusan Kepala Desa alah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

yang bersifat menetapkan 

14. Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik 

Indonesia yang telah me gajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui 

Panitia Pelaksana untuk engikuti ujian Perangkat Desa. 

15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem 

dalam kelembagaan dala pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. 

BAB II 

RUKTUR ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan organisasi emerintah Desa disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. 

(2) Desa Swasembada wajib emiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. 

(3) Desa Swakarya dapat me iliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. 

(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. 

(5) Klasifikasi jenis desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan peraturan p rundang-undangan. 

Pasal 3 
Perangkat Desa terdiri atas : 

a. Sekretariat Desa; 

b. Pelaksana Kewilayahan; an 

c. Pelaksana Teknis. 

Pasal 4 

(1) Sekretariat Desa sebagai ana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh 

Sekretaris Desa dan diba tu oleh unsur staf sekretariat. 

(2) Sekretariat Desa sebagai ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. urusan tata usaha d 

b. urusan keuangan; da 

c. urusan perencanaan. 

(3) Masing-masing urusan ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 

Kepala Urusan. 



Pasal 5 

(1) Pelaksana Kewilayahan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

merupakan unsur pemba tu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan 

yang dilaksanakan oleh k pala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih 

lanjut dalam Peraturan B pati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. 

(2) Togas kewilayahan agaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi, 

penyelenggaraan Pemeri tahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyaraka Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan dengan memp rtimbangkan secara proporsional: 

a. kemampuan keuangan desa; 

b . memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah 

kepadatan penduduk; an 

c. sarana prasarana pen njang tugas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut m ngenai unsur pelaksana kewilayahan diatur dengan 

peraturan Bupati. 

Pasal 6 

(1) Pelaksana Teknis sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan 

unsur pembantu Kepala esa sebagai pelaksana tugas operasional. 

(2) Pelaksana Teknis sebagai ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. seksi pemerintahan; 

b. seksi kesejahteraan;d 

c. seksi pelayanan. 

(3) Masing-masing seksi se agaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 

Kepala Seksi. 

Susunan organisasi dan tat 

Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

kerja perangkat desa diatur lebih lanjut dalam 

BAB III 

SEDOR DAN TATA CARA 

SELEKSI P NGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 8 

(1) Seleksi pengangkatan Per ngkat Desa dilaksanakan: 

a . dalam hal terjadi kekos ngan jabatan Perangkat Desa; a tau 



b. berakhimya masajabat n Perangkat Desa. 

(2) Seleksi pengangkatan Per ngkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 

Perangkat Desa. 

Bagian Kedua 

Panitia Sele si Pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 9 

( 1) Kepala Desa melakuka penjaringan dan penyaringan atau seleksi 

(2) 

(3) 

pengangkatan Perangkat esa melalui panitia seleksi pengangkatan Perangkat 

Desa yang dibentuk oleh K pala Desa. 

Panitia seleksi pengangkat 

( 1) terdiri atas unsur Pera 

panitia seleksi pengangkat 

a. Ketua; 

b . Sekretaris; 

C. Bendahara; dan 

d. Anggota yang jumlahny 

Panitia seleksi pengangkat 

(2) ditetapkan dengan Kep 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

gkat Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan 

Perangkat Desa terdiri atas: 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

tusan Kepala Desa. 

Pasal 10 

(1) Panitia seleksi pengangk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) mempuny · tugas membantu Kepala Desa dalam hal: 

a . menyusun dan mene pkan tata tertib seleksi pengangkatan Perangkat 

Desa; 

b. melakukan penjaring dengan membuat pengumuman pendaftaran seleksi 

pengangkatan Perangk t Desa; 

c . melakukan berkas permohonan seleksi pengangkatan 

Perangkat Desa; 

d. menyiapkan peralat dan perlengkapan yang diperlukan seleksi 

pengangkatan Perangk t Desa; 

e. membuat Berita Ac melaporkan hasil seleksi pengangkatan 

Perangkat Desa kepad Kepala Desa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut m ngenai panitia pengangkatan Perangkat Desa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 



Bagian Ketiga 

Pengawasan Se eksi pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 11 

(1) Bupati membentuk tim pe gawasan seleksi pengangkatan Perangkat Desa yang 

ditetapkan dengan Keputu 

(2) Tim Pengawasan seleksi p gangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai 

a. Mengawasi rangkaian s eksi pengangkatan Perangkat Desa; 

b . Menjadi mediator dal penyelesaian perselisihan yang timbul selama 

pelaksanaan seleksi pe angkatan Perangkat Desa; 

c. Membuat laporan secar tertulis hasil pengawasan kepada Bupati. 

Bagian Keempat 

Persyarata Pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 12 

( 1) Perangkat Desa diangkat d ri warga Desa yang memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Republi Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuh Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasil , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan k pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

Pemerintah; 

d. berijazah paling rend Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 

e . berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun; 

f. sehat jasmani dan ro 

g. berkelakuan baik; 

h. tidak pernah dijatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempuny · kekuatan hukum tetap; 

1. tidak pernah diberhe tikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, dan/ tau dalam jabatan negeri; 

(2) Pegawai Negeri Sipil Dae ah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa 

disamping memenuhi pe yaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat izin tertulis d · Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(3) Dalam hal Pegawai Nege i Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terpilih dan diangkat me jadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan 

sementara dari jabatann a selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan 

hak sebagai Pegawai Neg ri Sipil. 

(4) Ketentuan lebih lanjut engenai mekanisme pengajuan lamaran menjadi 

Perangkat Desa dan kel ngkapan administrasi calon Perangkat Desa diatur 

dalam Peraturan Bupati. 



Bagian Kelima 

Pendanaan 

Pasal 13 

Biaya seleksi pengangkatan Pe angkat Desa dibebankan pada APBDesa. 

PENGAN 

{ 1) Hasil seleksi pengangkat 

dengan Camat setempat. 

BAB IV 

TAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan 

Pasal 14 

Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa 

(2) Camat sebagaimana dima sud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis 

mengenai pengangkatan P rangkat Desa. 

(3) Rekomendasi tertulis C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 

pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan 

Kepala Desa paling lama (tujuh) hari sejak rekomendasi Camat diterima oleh 

Kepala Desa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut me genai penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa 

diatur dalam Peraturan B 

Pasal 15 

(1) Sebelum menjalankan Perangkat Desa wajib mengucapkan 

sumpah/janji menurut ag anya dihadapan Kepala Desa. 

(2) Sumpah/ janji sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

"Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku 

perangkat desa dengan se aik-baiknya , sejujur-jujurnya , dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan selal taat dalam mengamalkan dan mempertahankan 

Pancasila sebagai dasar n gara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 

demokrasi dan Undang-U dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta melaksanakan seg a peraturan perundang-undangan dengan selurus­

lurusnya yang berlaku gi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia". 

Pasal 16 

(1) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 dilakukan oleh Kepala esa dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) h a ri 

terhitung sejak tanggal ke utusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa. 



(2) Ketentuan lebih lanjut m ngenai tata cara sumpah/janji jabatan Perangkat 

Desa diatur dalam Peratur Bupati. 

Bagian Kedua 

Pem erhentian Perangkat Desa 

Pasal 17 

( 1) Perangkat Desa berhenti ka ena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; ata 

c. diberhentikan. 

(2) Perangkat Desa yang diber entikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c karena: 

a . usia telah genap 60 (en m puluh) tahun; 

b. berhalangan tetap; 

c. tidak lagi memenuhi sy rat sebagai perangkat Desa; 

d. melanggar larangan se 

e. terbukti melakukan ti 

telah memperoleh kek 

( 1) Pemberhentian perangka 

berikut: 

a . Kepala Desa melakuka 

Perangkat Desa; 

b. Camat memberikan 

pemberhentian Perang 

Desa; dan 

agai Perangkat Desa; atau 

dak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

tan hukum tetap. 

Pasal 18 

Desa dilaksanakan dengan mekanisme se bagai 

konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian 

ekomendasi tertulis yang memuat mengenai 

t Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala 

c . rekomendasi tertulis amat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam 

pemberhentian Perangk t Desa dengan keputusan Kepala Desa. 

Bagian Ketiga 

mberhentian Sementara 

Pasal 19 

( 1) Dalam hal Perangkat D sa melakukan tindak pidana dan belum mendapat 

putusan yang memiliki ekuatan hukum tetap dari pengadilan sebagaimana 

dimaksud Pasal 17 ayat 2) huruf e dilakukan pemberhentian sementara oleh 

Kepala Desa. 



(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan h kum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

penetapan putusan peng dilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/ a tau 

mengaktifkan kembali Per ngkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal terjadi kekoso gan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat ( 1) epala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa lain 

untuk melaksanakan tu as dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sampai 

dengan diangkat Perangk t Desa definitif. 

(2) Melaksanakan tugas dan kewajiban oleh Perangkat Desa lain sebagai mana 

dimaksud pada ayat ( 1) d laksanakan sampai dengan pengangkatan Perangkat 

Desa definitif. 

(3) Penunjukan pejabat Pera gkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keput san Kepala Desa. 

(4) Paling lama 14 (empat b las) hari sejak perangkat desa berhenti oleh karena 

sebagaimana dimaksud alam Pasal 17, Kepala Desa dengan Keputusan 

Kepala Desa wajib menga gkat perangkat desa definitif. 

Pasal 21 

(1) Perangkat Desa yang dib rhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan 

penghargaan sesuai deng n ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut engenai mekanisme pemberhentian perangkat Desa 

diatur dalam Peraturan B pati. 

BABV 

KEWA IBAN, LARANGAN, DAN HAK 

Bagian Kesatu 

Kewajiban 

Pasal 22 

Perangkat Desa berkewajiban 

a. memegang teguh dan me gamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik I donesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan N gara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

b. menaati peraturan perund g-undangan; 

c. membantu Kepala desa d am meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 



d. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat Desa; 

e . melaksanakan prinsip t ta kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, e ektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme; 

f. membantu Kepala Desa d am menyelenggarakan administrasi Pemerintahan 

Desa; 

g. membantu Kepala Desa alam melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Desa· 

h. membantu Kepala Desa da am menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

i. membantu Kepala Desa alam mengembangkan perekonomian masyarakat 

Desa; 

J . membantu Kepala Desa alam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 

Desa; 

k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di Desa; 

1. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi daya alam dan 

melestarikan lingkungan h dup; dan 

m. menaati jam kerja yang d' uktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi 

atau alat presensi secara e ektronik. 

Perangkat Desa dilarang : 

Bagian Kedua 

Larangan 

Pasal 23 

a. merugikan kepentingan u um; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak 

lain, dan/ atau golongan te ten tu; 

c. menyalahgunakanwewen:rg, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan d'iSkriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan mere ahkan sekelompok masyarakat desa; 

f. melakukan kolusi, korup , dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ a tau 

jasa dari pihak lain yang apat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai litik; 

h. menjadi anggota dan/ ata pengurus organisasi terlarang; 



1. merangkap jabatan sebag ketua dan/ a tau anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, anggota Legislatif, an jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

J. ikut serta dan/atau terli at dalam kampanye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan Kepala desa; 

k. melanggar sumpah/ janjija atan; dan 

1. meninggalkan tugas sela a 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 

alasan yang jelas dan tida dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Ketiga 

Bak 

Pasal 24 

(1) Hak Perangkat Desa meli uti: 

a. penghasilan tetap se iap bulan; 

b. tunjangan yang bers mber dari APBDesa; 

c. cuti; 

d. penerimaan lainnya ang sah; dan 

e. memperoleh jamin kesehatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut m ngenai hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diatur dala Peraturan Bupati. 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 25 

(1) Perangkat Desa yang mel ggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 dikenai sanksi admini tratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan / 

c. pemyataan tidak pua secara tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi admi istratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan, dilakuka tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemb!erhentian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut engenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan 

Bupati. 



BAB VII 

PEM INAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

( 1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka 

pengangkatan Perangkat esa. 

(2) Ketentuan lebih lanjut engenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud p da ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati. 

BAB VII 

ENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Daerah m1 mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus 

sebagai pegawai negeri sipil t ap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undang 

BAB VIII 

ENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Daerah i i mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang 

mengatur mengenai Perangka Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peratur 



Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai be laku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menget uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempat nnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung 

Raya. 

Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 29 November 2016 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 29 ovember 2016 

G RA.YA, 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN D RAH KABUPATEN MURUNG RAYA 

OMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERANGKAT DESA 

o onom1 daerah pemerin tah pusat 

kepada daerah un tuk 

memberikan 

melaksanakan 

Dalam konsep 

kewenangan dan 

pembangunan dan men 

tersebut diharapkan m 

rus rumah tangga sendiri. Kewenangan yang dimiliki 

pu memberikan kemandirian kepada daerah untuk 

melaksanakan proses pe bangunan dengan melakukan penataan organisasi 

pemerintahan sampai de gan di tingkat Desa. 

itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu 

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang 

dan karakteristik wilayah Kabupaten Murung Raya 

atkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

ten tang Desa dan Pera ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 

Seiring dengan h 

landasan hukum berup 

sesuai dengan kebutuha 

Peraturan Pelaksanaan ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan Peraturan Menteri alam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 

2015 Ten tang Susunan O ganisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 



Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal12 
Cukup jelas. 

Pasall3 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Yang dimaksu 
adalah agar p 
tidak berten t 
undangan yan 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat(4) 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat(l) 

dengan "setelah dikonsultasikan dengan Camat" 
ngangkatan Perangka t Desa sesuai prosedur dan 
gan dengan ketentuan peraturan perundang­

berlaku. 

a. diawali de gan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama 

Islam; 

b. diawali ngan ucapan "Saya berjanji dengan sungguh-

sungguh" ntuk penganut agama Kristen dan Katholik; 

c . diakhiri de gan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk 

penganut ama Kristen dan Katholik; 

d . diawali ngan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk 

penganut gama Hindu; 

e . diawali de gan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk 

penganut gama Budha. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaks d dengan "setelah dikonsultasikan dengan Camat" 
adalah agar emberhentian Perangkat Desa sesuai prosedur dan 



tidak bertent ngan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yan berlaku. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasall 7 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 
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